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Dari Hal |

Sumard, dalamsidangparipur-
na istimewa di Gedung DPRD
Sulteng, kemarin (29/5).

Di hadapan seluruh anggota
sidang, serta jajaran aparatur
di lingkup pemerintah provin-
si Sulawesi Tengah, Sumardi
menjelaskan bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah,
tidak lain merupakan tuntutan
laporan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan sekal-
igus menjadi indikator kredi-
bilitas pemerintah daerah yang
mencerminkan transparansi

direklasifikasidariAsetTetapbe-  hingga berindikasi merugikan ~ gungkapan perincian aset tetap
lum dapat cijelskan oleh P daerah sebesar RpI?S 4 futa. - tdaklenghapdanidak dapata

gelolaAsetatasselisihlebihpada ugiandae- 1 be-
27 SKPD sebesar Rp5,10 miliar £l tjugatelahdilakukan  sar Rp682,62 miliar, serta pen-
danselisihkurangpada30SKPD  penyetoran ke kas daerah, sam-  catatan piutang tidak memiliki

sebesar Rp6,12 miliar,"jelas
Sumardi

Selanjutnya, kelemahan lain
‘padaaspekiniditemnukan dalam
hal monitoring Pertanggung-
jawaban Penggunaan Bantu-
an Hibah yang Belum Optimal.
Halini mengakibatkan pembe-
tiandanahibahsebesarRp10,44
milyar, belum seluruhnyadapat
dievaluasi ketepatan penggu-
naannya. Terhadappermasalah-
anini,sampaidengantanggal 10
Mei2013telahdi buk-

“Pemeriksaan atas LKPD ini
dilakukan untuk memberi-
kan keyakinan apakah pemer-
intah daerah telah menyajik-
an secara wajar semua akun di
dalam LKPD tahun 2012 sesuai
‘prinsip akuntansi yang ditetap-
kan dalam standar akuntan-
si pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan
terhadap perundang-undan-
gan yang berlaku dan efekivi-
tas sistem pengendalian intern
pemerintah,”urai Sumardi.

Dari hasil pemeriksaan LKPD
2012 tersebut, ungkap Sumar-
di, pihaknya memang mene-
‘mukan beberapa kelemahan.
Dalam implementasi sistem
pengendalian intern, terdapat
empat temuan pemeriksaan
dan tujuh temuan pemeriksaan
dalam ketidakpatuhan pada
peraturan perundangan-un-
dangan. Kelemahan SPI, tam-
bahnya terkait dengan bebera-
pa hal, yakni penyaluran dana
Jaminan Kesehatan Provin-
si yang tidak langsung ke Rek-
ening Rumah Sakit dan Kiaim
Rumah Sakit belum terbayar.
Hal ini sebagaimana disampai-
kan Sumardi dapat menggang-
gu likuiditas keuangan rumah
sakitdanmengganggupelayan-
anrumah sakit,sertatunggakan
Klaim dari rumah sakit sebesar
Rp2,01 miliar.

Kelemahan kedua dalam SPI
ini adalah soal Aset Lain-Lain

berasal dari Reklasifikasi
Aset Tetap belum seluruhnya
teridentifikasi. Saldo awal Aset

tipertanggungjawaban penggu-
naanhibahsenilaiRp3 40miliar,
ilai Rp7,04mil-
iar,belum dapatdievaluasikete-
patan penggunaannya.
Selain’itu, Pengelolaan Aset
‘Tetap Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah belum tertib,
meliputi: Penyajian Aset Tetap
dalam LBMD pada 4 (empat)

pai dengan tanggal 10 Mei 2013
sebanyak lima bukti setor seni-
i Rp179,34 juta, sehingga indi-
kasi kerugian daerah telah ter-
pulihkan.

data pendukung yang lengkap
dan memadai. Atas penyajian
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Tengah,
‘TA2011, BPK memberikan opi

Termasuk dalam Realisa- niWajar Dengan Pengecualian.
si volume pekerj: atas Be- Ne dari hasil
lanja Modal TA 2012 tidak ses- LKPDtahun2012yangtelahdis-
uai kontrak, berindikasi meru- elesaikan dalam dua bulan ter-
gikan daerah sebesar Rp325,73  akhir ini, menunjukkan bahwa
juta. Terhadapindikasikerugian ~ Pemerintah Provinsi Sulawe-
daerah tersebut telah dilakukan i Tengah telah melakukan tin-
penyetoran ke kas daerah sam-  daklanjutrekomendasitemuan-
pai dengan tanggal 21 Mei 2013 temuanpemeriksaanatasLKPD
sebanyak 13 buki setor senilai TA 2011 dan tahun-tahun se-
Rp325,73jutasehinggakerugian  belumnya. Pada tahun 2012,
negara telah terpulihkan. Pemerintah Provinsi Sulawe-

Selain itu, dari unsur kepatu-  si Tengah telah melakukan in-
hanterhadapperundangan-un-  ventarisasi aset dan menyusun
danganini kelemahanlaindite- ~ LBMDsertamemerintahkanpi-
mukan melalui hasil pemerik-  hak-pihak terkait untuk mena-
saan bahwa Penyedia Barang/ ~ tausahakan aset sesuai dengan
Jasa Pekerjaan Peningkatan Ja- ketentuan peraturan perun-

lan Momunu - Kalikulango ti-
dak i

dang-undangan yang berlaku.

Selain itu P Provinsi

SKPDterdiridar tan:

9persil, peralatan dan mesin se-
banyak 2.009 uni, serta gedung.
dan bangunan sebanyak 21 unit
tidak dilengkapi nilai barang;

sehingga terjadi kelebihan re-
alisasi pembayaran yang ber-
indikasi merugikan keuangan
daerah sebesar Rp63,66 juta

Sulawesi Tengah telah melaku-
kan pencatatan seluruhpiutang
dengan data pendukung yang
lengkap dan memadai. Pemer-

Terdapat 21 unit BMD berupa  dan jaminan pelaksanaan seni- intah Provinsi Sulawesi Ten-
bangunan dan kendaraan roda  lai Rp221,86 juta terlambat dic- gah tidak menyajikan kemba-
empatyangdigunakanpihakke-  airkan. i Laporan Keuangan Pemerin-
tiga(instansivertikaldanmantan  “Namunkembali terhadapin- tahProvinsiSulawesiTengahta-
pejabat)tanpadidukungperjan- _ dikasi kerugian daerah tersebut  hun 2011.
jian pinjam pakai. telah dilakukan penyetoran ke Upaya tindak lanjut dimak-
“ Hal tersebut m sudbel waoptimal,
Informas alomtanst dan pel: gal 21 Mei 2013 sebanyak dua  karena masi terdapat perma.
aporan tidak memadai dan hak  bukti setor senilaiRp285,53juta  salahan yang perlu mendapat
serta kewajiban atas peman-  (Rp63,66 juta + Rp221, 87 juta), ~perhatian untuk mendapatkan
faatan BMD milik Pemerintah  sehingga kerugian negara telah penyelesaiannya, yaitu dalam
Provinsi Sulawesi Tengah tidak terpulihkan,"tegasnya. Neraca awal penyajian sal-
jelas,"tambahnya lag. Dua hal lainnya, yakni per- do Aset Tetap tahun 2012, ter-
Sementara dalam hal ketida- ~ tanggungjawaban Belanja Per- ~dapat selisih sebesar Rp438,50

kpatuhan terhadap peraturan
peraturan perundang-undan-

jalanan Dinas pada Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Tengah

miliar dibandingkan dengan
LBMD. Selisih tersebut dapat

gan,tujuh kelemahanyangma-  berindikasi tidak benar, sehing- ~ditelusuri kembali dan dijelas-
sih ditemukan antara lain meli-  ga berindikasi merugikan dae- kan oleh pengelola aset serta
puti Realisasi belanja Biaya Pe-  rah sebesar Rp2,37 miliar. Ter-  hasilnya telah direview Inspe-
mungutan PBB yang melebihi  hadap indikasi kerugian daerah  ktorat Provinsi Sulawesi Ten-
Bagi Hasl Blays Pr tersebut telah penye-  gahl laporanNomor
PBB i torankekasdaerah! iden-  708/42.1/LHE/PST/RHS/V/13/
Pusat, sehn@wqad.lkelebl.han gan tanggal 10 Mei 2013 seban-  Itdatanggal 29 April 2013, sebe-
pembayaranbiayapemungutan  yak 522 bukti setor, seluruhnya  sar Rp433,39 miliar, sehingga

PBB sebesar Rp358,62 uta. Ter-
hadap kelebihan pembayaran
tersebut telah dilakukan peny-
etoran kembali ke kas daerah
R L L IRy

Senilai Rp2,37 milia, sehingga
kerugian daerah telah terpulih-
kan. Jugapekerjaan Rehabilitasi
DiMalonasdikerjakantidakses-
oy LT arr e ey

masih terdapat selisih yang be-
lum teridentifikasi, yaitu selisih
lebih senilai Rp5,10 miliar dan
selisih kurang senilai Rp6,12
rpeanlives g s
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ang berasal dari ReKlasifikasi
set Tetap belum seluruhnya
eridentifikasi. Saldo awal Aset
‘etap menurut Neraca disajik-
nsenilai Rp3,67 triliun, sedan-
kansaldoawalmenurutLBMD
lilaporkansenilaiRp3,34triliun,
ehingga terdapat selsih sebe-
arRp330,19 milyar, yangterdi-
i selisih lebih Neraca diband-
ng LBMD senilai Rp438,50 mi-
yar, dan selisih kurang senilai
108,30 miliar. Penelusuran
lan penjelasan selisih antara
ilai aset dalam Neraca dengan
BMDdilakukanolehPengelola
\set dan dievaluasi oleh Inspe-
toratProvinsiSulawesi Tengah
esuai dengan laporan Nomor
108/42.1/LHE/PST/RHS/V/13/
tda Tanggal 29 April 2013,
Hasil penelusuran dan inven-
arisasi ditemukan aset tetapse-
lai Rp433,39 miliar, BPK han-
amelakukan pemeriksaan ke-
senarandankelengkapandoku-
nen serta menguji keberadaan
eberapa aset yang telah dite-
usuri, namun tidak melakukan
emeriksaanfisiksecarakeselu-
uhanataskeberadaanasetyang
ljjelaskan tersebut.
“Sampaiberakhimyapemerik-
aan, saldo Aset Lain-Lain yang

BPKB HILANG

hadap keleblhan pembayaran Keruglan daeran teiah terpulln-  lum [€ndentinkasi, yaitu selsin
tersebut telah dilakukan peny-  kan. JugapekerjaanRehabilitasi  lebih senilai Rp5,10 miliar dan
etoran kembali ke kas daerah  DIMalonasdikerjakantidakses-  selisih kurang senilai Rp6,12
sampai dengan tanggal 10 Mei  uai kontrak, berindikasi meru-  millar. BPK tidak melakukan
2013 sebanyak dua bukti setor gikan daerah sebesar Rp13453.
tanggal 8 dan 10 Mei 2013 seni-  Danterhadap indikasi kerugian
laiRp358,82juta Keterlambatan ~ daerah tersebuttelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan belum  penyetorankekasdaerahsesuai
dikenakan sanksi denda sebe- ~ STS tanggal 21 Mei 2013 senilai
sarRp137,91juta. Namunterha-  Rp134,53juta,sehinggakerugian
dapsanksidendatersebut,sam-  daerah telah terpulihkan. Rp 1
pai dengan tanggal 21 Mei2013  Sumardi kembali mengingat- "
telah dilakukan penyetoran ke kan, dalam LHP BPK RI atas g di HUT KKB
kas daerah sesuai dengan bukti  LKPD Tahun 2011 Nomor 05A/
setorsebanyakempatbuktisetor  LHP/XIX.PLU/05/2012 tanggal
senilai Rp137,91 juta. 24Mei2012, BPKRImenyatakan
Berikut dalam hal Belanja Ba- pendapat kecualiuntukdampak
rang dan Jasa pada Biro Keuan-  atas penyajian nilai aset tetap
gan tidak sesuai ketentuan, se- tanpadidukungLBMDdanpen-

Biaya Admin

an ketentuan berlaku

na panik ataukah betul-bet-
ul ditodong. Nah ini yang se-
mentara kita interogasi,” ujar
KapolresyangditemuidiMako
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AWAL

RAIH WTP: Gubemur H Longki Djanggola menerima laporan LHP atas LKPD tahun 2012 dari Kepala BPK RI
Perwakilan Sulteng, Sumardi pada acara sidang paripuma istimewa di Gedung DPRD Sulteng, kemarin (29/5).

Pemerintah Sulteng Akhirnya Raih WTP -

Pertama Kah Dalam Se] arah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berha-

silmemperolehopiniWajar TanpaPengecual-

Pengelolaan Keuangan ian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaa-

an atas Laporan Keuangan Pemerintah Dae-

Pemerintah Daerah rah (LKPD) Tahun 2012. Opini ini disampai-

kan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa

PALU - Tahun ini bakal menjadi tahunyang ~ Keuangan(BPK)perwakilan SulawesiTengah,
akan dikenang dalam sejarah pemerintah-

an Sulawesi Tengah. Untuk pertama kalinya, Baca PEMERINTAH hal 5
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Pemeriksaan Secara Fisik
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pemeriksaan secara fisik atas
hasil penelusuran dan penjela-
san aset tersebut.
“MakamenurutpendapatBPK
RI, Neraca Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah per 31 Desem-
ber 2012, LRA, LAK dan CaLK
untuk tahunyang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, telah
menyajikan secara wajar, ses-
uai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, denganparagrap
penjelas terkait perbedaan pe-
nyajian nilai antara neraca den-
gan LBMD sebagaimana kami
sebutkan, kata Sumardi.

OpiniWajar Tanpa Pengecual-
ian-Dengan Paragraf Penjelas
(WTP-DPP), dimana sebagai
paragraf penjelas yakni masih
terdapat perbedaan/selisih nilai
Aset Tetap yang belum teriden-
tifikasi, yaitu selisih lebih senilai
Rp5,10 miliar dan selisih kurang
senilai Rp6,12 miliar.

Dari sisi opini atas LKPD
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2012,
oleh BPK sebagaimana ditan-
daskan Sumardi telah mengal-
ami peningkatan dan pihaknya
berharap Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah, terus mening-
katkanpengelolaandanpertang-
gungjawabankeuangandaerah.
“Sesuai dengan prinsip/asas
pengelolaan keuangan negara
yang tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efesien,
ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat serta asas lainnya
sebagai pencerminan penera-
pan kaidah-kaidah yang baik
dalam pengelolaan keuangan
negara,”pungkasnya. (nhr)




